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ABSTRAK 

Stabilitas sistem keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas 

perekonomian nasional, karena sistem keuangan merupakan bagian dari sistem 

perekonomian. Sistem keuangan sangat erat kaitannya dengan industri jasa keuangan. 

Industri Jasa keuangan adalah suatu industri yang berisikan organisasi-organisasi baik 

formal maupun tidak yang menyediakan layanan jasa keuangan. Industri jasa keuangan ini 

bergerak pada 3 bidang, yaitu industri keuangan bank, industri keuangan non-bank, dan 

industri pasar modal. Industri jasa keuangan merupakan sektor yang memiliki kontribusi 

yang sangat besar dan berperan banyak dalam perekonomian negara. Otoritas yang 

mengatur dan/atau mengawasi industri jasa keuangan terdiri dari: Otoritas Jasa Keuangan, 

Bank Indonesia, Kementrian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Otoritas Jasa 

Keuangan berdiri sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). OJK merupakan lembaga yang berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan sektor 

jasa keuangan seperti sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank. 

Pendirian OJK sebagai lembaga pengawas bertujuan agar OJK menjadi solusi atas 

permasalahan pada sektor keuangan. Selanjutnya pemerintah merasa perlu untuk 

memaksimalkan tugas dan fungsi OJK dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK). UU 

P2SK ini dibuat untuk merealisasikan dan membantu upaya pemerintah dalam mendorong 

perekonomian Indonesia. Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana tugas 

dan fungsi pengawasan OJK pasca terbitnya UU P2SK dan (2) bagaimana wewenang OJK 

dalam menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan pasca terbitnya UU P2SK. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan 

pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) 

terdapat perubahan pada Pasal 5, Pasal 6 dan penyisipan Pasal 8A dan B diantara Pasal 8 

dan Pasal 9 UU OJK yang mengakibatkan adanya perubahan tugas dan fungsi pengawasan 

OJK. (2) selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang 

signifikan terhadap wewenang OJK dalam menyelesaikan di sektor jasa keuangan pasca 

terbitnya UU P2SK. 

 

Kata Kunci: Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang P2SK 

 


